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ABSTRAK 

 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Dampak kerjasama 

Border Trade Agreement (BTA) antara Indonesia dan Malaysia terhadap 

peningkatan perdagangan lintas batas pada tahun 2019-2021, dengan menganalisis 

implementasi BTA terhadap perubahan ekonomi setelah di berlakukannya 

perjanjian tersebut. Perdagangan lintas batas antara negara merupakan aspek 

penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kerjasama bilateral 

antara negara-negara yang terlibat.  Indonesia dan Malaysia misalnya adalah dua 

negara tetangga yang memiliki potensi besar dalam perdagangan lintas batas. 

Kedua negara memiliki ekonomi yang dinamis dan wilayah yang saling 

berdekatan, menjadikan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia dapat 

memberikan manfaat besar bagi kedua negara tersebut. Adanya perjanjian 

kerjasama Border Trade Agreement (BTA) memacu kerjasama lintas batas antara 

Indonesia dan Malaysia yang diharapkan dapat meningkatkan volume 

perdagangan yang ada di wilayah perbatasan antar kedua negara sehingga dengan 

dibukanya kembali jalur kerjasama tersebut mempermudah lalu lintas barang dan 

jasa yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Telaah Pustaka, 

dengan menggunakan Konsep Kerjasama Bilateral oleh K. J. Holsti. Indikator 

yang digunakan untuk menganalisis ialah Peranan Border Trade Agreement (BTA 

) dalam pengaruhnya terhadap perdagangan ekonomi Indonesia dan Malaysia 

serta faktor Imigrasi dan peningkatan kesejahteraan dan Arus lintas batas 

penduduk perbatasan. 

Kata kunci  :  Border Trade Agreement (BTA), Kerjasama Bilateral, Sosek 

Malindo, Perdagangan Lintas Batas. 
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ABSTRACT 

 

This  research paper aims to find out how the impact of the Border Trade 

Agreement (BTA) collaboration between Indonesia and Malaysia has on 

increasing cross-border trade in 2019-2021, by analyzing the implementation of 

BTA on economic changes after the agreement was enforced. Cross-border trade 

between countries is an important aspect in enhancing economic growth and 

bilateral cooperation between the countries involved. Indonesia and Malaysia for 

example are two neighboring countries that have great potential in cross-border 

trade. The two countries have a dynamic economy and are in close proximity to 

each other, making economic cooperation between Indonesia and Malaysia 

provide great benefits for the two countries. The existence of a Border Trade 

Agreement (BTA) cooperation agreement spurred cross-border cooperation 

between Indonesia and Malaysia which is expected to increase the volume of 

trade in the border areas between the two countries so that by reopening the 

cooperation route it will facilitate the flow of goods and services that occur. The 

method used in writing this thesis is qualitative. The data collection technique 

used was Literature Review, using the Bilateral Cooperation Concept by K.J. 

Holsti. The indicators used to analyze are the role of the Border Trade Agreement 

(BTA) in its influence on the economic trade of Indonesia and Malaysia as well as 

immigration factors and increased welfare and cross-border flows of border 

residents. 

Keywords  :  Border Trade Agreement (BTA), Bilateal Cooperation, Sosek 

Malindo, Cross Border Trade. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan lintas batas antara negara merupakan aspek penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kerjasama bilateral antara negara-

negara yang terlibat. Di samping itu, kedua negara memiliki hubungan yang 

erat dalam hubungan bilateral karena aliansi serumpun mereka. Secara 

historis, rasa serumpun ini didasarkan pada kesamaan ras, etnis, dan budaya 

(Liow, 2018). Keeratan hubungan Indonesia-Malaysia juga dapat dilihat dari 

berbagai kerjasama yang terjalin antara kedua negara. Misalnya, Indonesia 

juga merupakan mitra dagang terbesar ke-9 Malaysia dan mitra dagang 

terbesar ke-3 ASEAN. Malaysia sendiri merupakan investor terbesar kelima 

Indonesia di berbagai sektor antara lain perbankan, perkebunan, konstruksi, 

pembangunan jalan tol, transportasi, industri makanan, kimia, minyak dan 

gas, energi dan telekomunikasi. Sebagai produsen dan eksportir minyak 

sawit, Indonesia dan Malaysia juga bekerja sama untuk memerangi 

diskriminasi yang dihadapi minyak sawit saat ini (Bakar, 2020).  

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara tetangga yang memiliki 

potensi besar dalam perdagangan lintas batas. Kedua negara memiliki 

ekonomi yang dinamis dan wilayah yang saling berdekatan, menjadikan 

kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia dapat memberikan 

manfaat besar bagi kedua negara tersebut. Namun, dalam praktiknya, proses 
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perlintasan batas antara Indonesia dan Malaysia masih menghadapi berbagai 

kendala dan hambatan.  
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Beberapa kendala tersebut meliputi prosedur perlintasan yang rumit, 

birokrasi yang berbelit-belit, dan ketidakjelasan dalam koordinasi antara 

lembaga-lembaga yang terlibat (Kemendag, 2012).  

Maka, pada tanggal 24 Agustus 1970 di Jakarta, Pemerintah Indonesia 

dan Malaysia memandatangani perjanjian yang dikenal dengan Border Trade 

Aggrement (BTA ) (Liputan 6, 2023). Kebijakan ini menjadi salah satu materi 

muatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2014 (UU RI No.7 Tahun 2014) tentang Perdagangan, terutama pada 

Pasal 55 dan Pasal 56. Ketentuan ini menyatakan perdagangan di wilayah 

perbatasan dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan 

persyaratan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di wilayah 

perbatasan, kegiatan perdagangan hanya dilakukan pada wilayah tertentu 

yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan perjanjian bilateral yang telah 

disepakati antar negara perbatasan (Bpk, 2020).   

Penduduk perbatasan, baik warga Indonesia maupun Malaysia, harus 

memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara asalnya, diikuti dengan kartu 

paspor lintas batas yang diterbitkan oleh Trans-Border Trade Agreement 

(BTA). Misalnya harga pokok penjualan. Penduduk perbatasan ketika 

membawa barang ke perbatasan Malaysia harus memiliki bukti nilai barang 

yang dikirim dan dikirim oleh pemerintah Indonesia.  Warga yang berada di 

perbatasan baik itu penduduk Indonesia atau warga Malaysia terlebih dahulu 

harus memiliki passport yang di keluarkan negara asal dan juga Kartu Pas 

Lintas Batas yang telah diatur dalam Border Trade Agreement (BTA).  Nilai  
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barang yang di perdagangkan yaitu penduduk perbatasan harus memiliki 

sertifikat nilai barang yang dibawa dan dikeluarkan oleh pemerintah 

Indonesia jika membawa barang ke lintas batas Negara Malaysia (Beacukai, 

2014).  Warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan telah meminta 

pemerintah Indonesia untuk meninjau perjanjian  perdagangan perbatasan dan 

menaikkan pajak perdagangan perbatasan dari RM600 per bulan menjadi 

US$1.500 per bulan. Mereka menilai BTA 1970 tidak bisa lagi diterapkan 

untuk mendukung kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan warga 

perbatasan. Namun, lembaga kebijakan fisikal belum siap menaikkan harga 

jual (Kaltara, 2022).   

Kesepakatan yang diinisiasi Pemerintah Kedua Negara sejak 1970-an ini 

telah mengalami pembaharuan yang bersifat kontinyu disesuaikan dengan 

perkembangan keadaan termutakhir, baik di kedua negara, secara regional, 

maupun perkembangan di tingkat global (Menpan, 2023).  

Perjanjian perdagangan perbatasan mendorong kerjasama lintas batas 

antara Indonesia dan Malaysia, yang diharapkan dapat meningkatkan  

perdagangan yang ada di perbatasan kedua negara, sehingga membuka 

kembali jalan kerjasama perdagangan kedua negara akan memudahkan 

pergerakan barang dan jasa yang terjadi di perbatasan, karena kedua negara 

sebelumnya mengalami penurunan volume perdagangan setelah penutupan 

perdagangan. berbatasan. Dengan adanya kerjasama perdagangan pada tahun 

1970 yang dikenal dengan BTA, maka memfasilitasi kegiatan pertukaran 

yang berlangsung di perbatasan. Proses jual beli barang dan jasa secara 
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tradisional dilakukan secara paralel dengan jual beli barang dan jasa, 

sehingga BTA tidak cocok lagi untuk kerjasama bisnis. Kerjasama lintas 

batas yang terjadi di perbatasan kemudian melalui berbagai pergerakan 

bahkan ditutup, sehingga banyak masyarakat perbatasan yang melakukan 

transaksi illegal dan menimbulkan kerugian bagi kedua negara, kemudian 

Indonesia dan Malaysia melakukan review terhadap Border Trade Agreement 

pada tahun 2011  (Antara, 2017). 

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak 

kerjasama Border Trade Agreement (BTA) antara Indonesia dan Malaysia 

terhadap peningkatan perdagangan lintas batas pada periode 2019-2021 

Dengan menganalisis implementasi BTA, penelitian ini berusaha memberikan 

wawasan yang lebih mendalam tentang perubahan ekonomi, sosial, dan 

budaya yang terjadi setelah perjanjian ini diberlakukan. 

B. Batasan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penelitian ini ingin mencari 

tahu lebih dalam tentang “Bagaimana dampak Boarder Trade Agreement 

(BTA)  antara Indonesia dan Malaysia terhadap peningkatan perdagangan 

lintas batas pada periode 2019-2021” 

C. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penelitian ini mencoba 

merumuskan masalah  penelitian sebagai berikut : 
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“Bagaimana dampak Boarder Trade Agreement (BTA) antara Indonesia 

dan Malaysia terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan perdagangan 

lintas batas pada periode 2019-2021?” 

 

D. Tujuan dan Manfaat dalam penelitian  

1. Tujuan Penelitian: 

 

Tujuan penelitian dasarnya menggambarkan hal-hal yang ingin 

dicapai pada penelitian yang ingin dilakukan. Tujuaan penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengidentifikasi sejauh mana implementasi BTA telah 

meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, serta 

sektor-sektor atau produk perdagangan yang paling mendapat 

manfaat dari kerjasama ini. 

2. Untuk mengetahui dampak Border Trade Agreement terhadap 

perdagangan lintas batas di kedua negara. 

2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat ini dapat membantu masyarakat dalam 

memahami bagaimana kerjasama BTA antara Indonesia dan 

Malaysia berkontribusi pada peningkatan ekonomi di wilayah 

perbatasan. Dengan lebih banyaknya perdagangan lintas batas, 

masyarakat dapat merasakan peningkatan pendapatan dan peluang 

kerja. 

2. Bagi Lembaga penelitian dapat memperkuat kerjasama lintas 

negara antara Indonesia dan Malaysia. Lembaga-lembaga terkait 
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dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk memperkuat 

kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, 

investasi, dan pengembangan wilayah perbatasan. 

3. Bagi Akademis Penelitian ini akan memberikan kontribusi 

berharga pada pengetahuan akademis tentang dampak kerjasama 

ekonomi lintas batas. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai 

referensi untuk studi lebih lanjut dan pemahaman lebih mendalam 

tentang hubungan ekonomi antarnegara. 

E. Tinjauan Pustaka 

Literatur review atau tinjauan Pustaka menjadi bagian penting dari 

sebuah penelitian guna mendapatkan bahan perbandingan dan menjadi sebuah 

acuan terhadap suatu penelitian. Selain itu, adanya peninjauan atas penelitian 

terdahulu guna menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang 

digunakan oleh penulis yaitu:  

Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan 

dengan rumusan masalah untuk menjembatani alur berpikir penulis. Kajian 

mengenai Border Trade Agreement (BTA) terlebih dahulu telah diteliti oleh 

Ardy yang berjudul “Border Trade Agreement (BTA) dalam upaya 

peningkatan perdagangan Kalimantan Utara-Sabah”. Penelitian ini 

menggunakan Konsep Kerjasama Internasional dan Konsep pengembangan 

wilayah perbatasan. 
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Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya Border 

Trade Agreement (BTA) antara Indonesia dan Malaysia khususnya di 

Kalimantan Utara dengan Sabah-Malaysia menunjukkan adanya pengaruh, 

perkembangan dan peningkatan perdagangan di perbatasan Kalimantan Utara 

dengan Sabah-Malaysia. Hal ini didukung oleh peningkatan ekspor dan impor 

serta peningkatan perdagangan antara Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia 

yang terus tumbuh dari tahun ke tahun berkat Kerjasama SOSEK-

MALINDO, Border Crossing Agreement, dan Border Trade Agreement. Oleh 

karena itu, Indonesia dan Malaysia kini memiliki hubungan bilateral yang 

kuat yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas dunia 

bagi warga kedua negara yang tinggal berdekatan satu sama lain. Survei kali 

ini digunakan oleh peserta sebagai alat bantu dalam mendidik dan 

menginformasikan kepada peserta tentang negara-negara yang menjadi fokus 

survei, yaitu Malaysia dan Indonesia.  

Studi terdahulu berikutnya adalah Implementasi Kerjasama Bilateral 

SOSEK MALINDO di Kepulauan Riau Tahun 2019- 2021 yang di teliti oleh 

Riko Purwanto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana 

kerjasama internasional dalam pelaksanaan SOSEK MALINDO di Provinsi 

Riau. Sebagai sebuah organisasi binasional dengan tujuan mengatasi 

kesejahteraan yang meluas di wilayah perbatasan, SOSEK MALINDO mau 

tidak mau akan memberikan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan 

dan pembangunan di wilayah perbatasan kedua negara. Interaksi SOSEK 

MALINDO dari 2019 hingga 2021 mungkin tidak terlalu efektif karena faktor 
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Covid-19, dan mungkin yang paling penting, fokus organisasi hanya pada 

formalitas saja. Ada beberapa proyek yang telah selesai di tahun 2019 dan 

membuahkan hasil dari berbagai wilayah kerja, namun sejauh yang terlihat 

saat ini, belum ada tantangan yang signifikan khususnya bagi Provinsi di 

wilayah yang bersangkutan. 

Dari paparan hasil studi pendahuluan tersebut di atas digunakan oleh 

peneliti sebagai referensi untuk membahas lebih lanjut mengenai Dampak 

Border Trade Agreement (BTA) antara Indonesia -Malaysia yang berfokus 

pada dampaknya terhadap peningkatan perdagangan lintas batas. 

Studi yang ketiga adalah Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam 

membangun ekonomi perdagangan wilayah perbatasan kaltara-Sabah (Studi 

kasus Pulau Sebatik Kalimantan Utara Indonesia). Dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi yang 

berlangsung di perbatasan dengan adanya kerjasama antara pemerintah 

Indonesia dan Malaysia melalui organisasi bilateral Sosek Malindo sebagai 

wadah yang mengatur interaksi ekonomi antara masyarakat Sebatik 

kalimantan Utara Indonesia dengan masyarakat Tawau Sabah Malaysia. 

Perdagangan tradisonal yang terjadi sejak lama ini bertujuan untuk 

memajukan pembangunan perekonomian di perbatasan untuk itu peran 

pemerintah sangatlah penting dengan melakukan perjanjian-perjanjian seperti 

BTA dan BCA yang menjadi wadah untuk masyarakat melakukan interaksi 

ekonomi seperti impor dan ekpor hasil bumi, hasil laut, jasa, tenaga kerja dan 

sebagainya. 
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F. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual pada dasarnya adalah bentuk hubungan antara 

teori-teori konseptual yang dapat mendukung penelitian yang sedang 

berlangsung dan berfungsi sebagai panduan untuk menyusun studi yang 

sistematis. Kerangka konseptual penelitian ini akan menggunakan, Kerjasama 

Bilateral dan Perdagangan Internasional sebagai alat untuk membantu 

menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis. Dalam penelitian 

ini dibahas mengenai perdagangan lintas batas antara kedua negara. Dan 

untuk itu pemerintah indonesia melakukan pengembangan dan pembangunan 

di wilayah perbatasan untuk meningkatkan perbatasan dan ekonomi sosial 

demi meningkatkan volume perdagangan dan kerjasama Internasional dengan 

negara tetangga yakni Malaysia. Kerjasama Bilateral digunakan untuk 

penelitian ini untuk menjawab  pertanyaan masalah penelitian. 

Kerjasama Bilateral 

Kerjasama bilateral hanya antara dua negara. Kerja sama bilateral tidak 

hanya didorong di bidang ekonomi saja dan  juga didorong di sektor politik, 

terutama antara Malaysia dan Indonesia. Hubungan bilateral juga tidak 

terlepas dari tercapainya beberapa kesepahaman antara dua negara yang 

melakukan hubungan yang mana mereka mengabdi pada kepentingan 

nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negeri. 

Untuk mencapai suatu tujuan nasional, suatu bangsa tertentu mungkin 

dapat melihat tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh pemimpin 
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bangsanya masing-masing. Menurut K. J.  Holsti, ada beberapa variabel yang 

dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan kerjasama bilateral yang 

meliputi : 

1. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara  

2. Keterampilan mengarahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung 

berbagai tujuan  

3. Kredibilitas sebagai ukuran keberhasilan 

4. Atur kebutuhan dan ketergantungan 

5. Responsibilitas dikalangan pembuat keputusan  

Berdasarkan variable yang dikemukakan oleh Holsti, Indonesia telah 

memiliki beberapa aspek yang mendukung di dalam melakukan kerjasama 

dengan Negara lain. Dengan meiliki pontensi dari geografis dan memiliki 

sumber daya baik itu sumber daya alam maupun sumber dalam manusia, 

Indonesia memiliki peluang dan membutuhkan negara lain untuk melakukan 

Kerjasama. 

Ada beberapa alasan mengapa suatu negara bekerja sama dengan negara 

lain. Salah satu alasannya adalah dengan melakukan hal itu membantu 

meningkatkan daya saing perekonomian. Alasan lain adalah bekerja dengan 

negara lain membantu suatu negara mengurangi biaya yang terkait dengan 

produksi produk yang dibutuhkan warganya karena tantangan uniknya 

sendiri. 
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Dengan meiliki pontensi dari geografis dan memiliki sumber daya baik 

itu sumber daya alam maupun sumber dalam manusia, Indonesia memiliki 

peluang dan membutuhkan negara lain untuk melakukan kerjasama. Selain 

melakukan kerjasama bilateral hubungan antar negara juga harus adanya 

suatu perjanjian internasional yang berfungsi sebagai pengatur kerjasama 

antar negara yang terlibat dalam hal ini kerjasama bilateral juga melibatkan 

perjanjian bilateral (Holsti,1998). Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang 

dibuat atau diadakan oleh dua negara yang berarti tertutup kemungkinan bagi 

negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. 

G. Metode Penelitian 

a. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data premier dan data sekunder. Data 

premier yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari Kementrian 

Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementrian Perdagangan Republik 

Indonesia. Sedangkan data sekunder ialah data yang telah diolah oleh 

peneliti sebelumnya, data yang telah disiapkan oleh Lembaga pemerintah 

atau swasta. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah library technique. Dengan cara menelusuri berbagai literature 

seperti buku teks, buku elektronik, jurnal penelitian sebelumnya yang 

berhubungan dengan variabel penelitian ini, yang didapatkan melalui 

perpustakaan atau penelusuran melalui internet. 
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H. Sistematika Penulisan 

 

BAB I : Pendahuluan 

BAB II : Temuan Penelitian 

BAB III : Analisis dan pembahasan  

BAB IV : Kesimpulan 
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BAB II 

TEMUAN PENELITIAN 

 

2.1.  Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Malaysia 

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia mulai terjalin pada 

31 Agustus 1957 dimana pada saat itu Malaysia mendeklarasikan 

kemerdekaannya. Indonesia merupakan salah satu dari 14 negara yang 

mengakui kemerdekaan Malaysia. Pada awal hubungan bilateral, kedua 

negara juga pernah mengalami era konfrontasi antara tahun 1963 hingga 

1965, Namun dengan visi ke depan, pemimpin kedua negara mengambil 

sikap bijak untuk segera memulihkan hubungan bahkan ikut dalam 

pembentukan organisasi regional ASEAN pada tahun 1967 (Kemlu, 2018). 

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia secara fundamental 

masih baik. Kolaborasi yang terus berkembang, menimbulkan kepercayaan 

dan saling menguntungkan. Terdapat keinginan yang kuat dari kedua belah 

pihak untuk lebih memperkuat hubungan di semua tingkatan dan di semua 

bidang. Hal ini telah ditunjukkan oleh keterlibatan aktif antara kedua pihak, 

dimana pertukaran tingkat tinggi terus menentukan kerangka kerja untuk 

hubungan di masa depan (Bksap, 2023). 

Pada tahun 2007, Indonesia merupakan pasar ekspor terbesar Malaysia 

dengan total nilai US$5,22 miliar, naik 19,00% dari tahun sebelumnya. 

Ekspor naik (16,51%) dan  non-migas senilai $1,61 miliar dan peningkatan 

menjadi $3,60 miliar (+20,15% y/y). Indonesia merupakan eksportir utama 
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barang untuk perdagangan internasional dengan nilai 6,28 miliar dolar, yaitu 

17,69% lebih rendah dari tahun 2006 (Kemlu, 2018). 

Penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia melakukan berbagai kegiatan. 

kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja sama dalam 

pembangunan perbatasan, dengan pertimbangan mendesak atas negosiasi 

perbatasan dan perjanjian perdagangan perbatasan untuk mempromosikan 

pekerjaan lokal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penduduk di 

perbatasan Indonesia-Malaysia mempraktikkan berbagai aktivitas lintas batas, 

baik yang legal, ilegal, dan tradisional (Bphn, 2022 ). 

 

2.2. Gambaran Umum  

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan saling menguntungkan 

yang kuat (Liow, 2018). Pada tahun 2019, hubungan perdagangan bilateral 

antara Malaysia dan Indonesia diperkirakan mencapai USD 16,85 Miliar. 

Malaysia merupakan investor asing terbesar bagi Indonesia di bidang 

manufaktur, konstruksi, pembangunan jalan, transportasi, pangan dan 

pertanian, energi dan gas, serta telekomunikasi. Untuk mengatasi diskriminasi 

yang terjadi saat ini terhadap produsen dan eksportir minyak sawit, Indonesia 

dan Malaysia berkolaborasi (Wardhani,  2013).  

Salah satu masalah muncul di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia 

yaitu pemerintah Malaysia secara legal memiliki real estate di perairan sekitar 

pulau kaya minyak Sipadan dan Ligitan. Transformasi tersebut telah 

menguras tanah dan sumber daya alam Indonesia (Sidik, 2020). 
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Masalah  sumber daya alam juga muncul di perbatasan Indonesia-

Malaysia, dengan kampanye yang sedang berlangsung untuk memindahkan 

migran dari perbatasan Indonesia-Malaysia (Antara, 2020). Selain menjadi 

pintu gerbang bagi pekerja migran ilegal, perbatasan Indonesia-Malaysia 

Kalimantan Barat menghadapi masalah perdagangan manusia karena 

kurangnya langkah pengamanan perbatasan yang kuat (Irewati, 2016). 

Perbatasan juga menjadi pusat kegiatan ilegal seperti penyelundupan senjata 

dan narkoba dari Malaysia. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan 

perjalanan dan perdagangggan lintas batas, pemerintah Indonesia dan 

Malaysia telah menandatangani perjanjian perdagangan. Perjanjian tersebut 

adalah Border Agreement (BCA) tahun 1967 dan Border Trade Agreement 

(BTA) tahun 1970 (Rahmayunita, 2020). 

Wilayah perbatasan adalah bagian dari negara yang memisahkan 

perbatasan negara dari negara lain. Secara budaya, itu adalah perbatasan. 

Karena orang mungkin memiliki budaya yang sama, orang yang bertetangga 

mungkin mempertanyakan keragaman budaya. ini didasarkan pada 

pengalaman banyak orang Indonesia yang tinggal dengan orang-orang dari 

negara tetangga di daerah perbatasan dan di bidang ekonomi, sosial, agama, 

etnis, dan teknologi.  

Indonesia berbatasan dengan banyak negara lain. Lautnya berbatasan 

dengan sepuluh negara India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, 

Filipina, Australia, Timor Leste, Palu, Papua Nugini. Saat ini berbatasan 

dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini dan mencakup area seluas 
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2.914,1 kilometer persegi. Perbatasan darat dan laut yang terbentang 38 dan 

12 negara sepanjang perbatasan 10 negara tetangga dapat menjadi peluang 

kerjasama internasional di satu sisi dan sumber energi di sisi lain.  

Masyarakat di kawasan perbatasan termasuk sektor perdagangan 

melakukan perdagangan lintas batas barang tradisional dan barang lainnya. 

Indonesia dan Malaysia telah memulai hubungan kerja sama perdagangan 

melalui Border Trade Agreement (BTA). BTA yaitu perjanjian yang 

mengatur kegiatan perdagangan lintas batas untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari ditandatangani pada 24 Agustus 1970 dan mengatur pergerakan 

barang melalui Malaysia dan Indonesia. Berkenaan dengan masyarakat 

perbatasan, warga negara Indonesia dan Malaysia yang berusia di atas 10 

tahun, serta warga negara atau penduduk yang lahir dan besar di daerah 

perbatasan berhak untuk mengajukan atau menerima paspor perbatasan dan 

harus menunjukkan sertifikat vaksinasi cacar yang masih berlaku. 

Konsep perdagangan lintas batas meliputi jenis orang dan barang yang 

diperbolehkan untuk diperdagangkan lintas batas. Penduduk Perbatasan,  

Indonesia dan Malaysia yang ingin berdagangang di daerah perbatasan harus 

memiliki paspor yang dikeluarkan oleh negara asal Anda dan kartu 

perbatasan BTA yang diperlukan Dinyatakan juga bahwa penduduk 

perbatasan atau petugas perbatasan harus memiliki sertifikat nilai impor yang 

dikeluarkan oleh Indonesia pemerintah jika mereka ingin mengangkut barang 

melintasi perbatasan Malaysia (Beacukai, 2021). 
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Di wilayah perbatasan, masyarakat perbatasan menjalin hubungan lintas 

batas di banyak wilayah. bidang yang salah satunya adalah bidang ekonomi, 

untuk mengetahui penyelenggaraan perdagangan lintas batas, baik berupa 

kebutuhan sehari-hari maupun hal-hal lain secara tradisional. 

 

Sumber: Imigrasijayapura.id, 2018 

Gambar 1.1 kartu pas lintas batas 

 

  

 

 

 

Mengacu pada BTA 1970, jenis barang yang diperbolehkan 

diperdagangkan di perbatasan masih bersifat umum, tanpa menentukan 

mekanisme peninjauan dan penyelesaian sengketa (Departemen 

Perdagangan). Ketentuan BTA 1970 tidak memenuhi kebutuhan masyarakat 

perbatasan saat itu. Akibatnya, perdagangan lintas batas antara kedua negara 

tidak mencapai potensi penuh dan mempengaruhi kemajuan ekonomi 

kawasan, yang menyebabkan beberapa negosiasi terjadi (Janice, 2021). 

Untuk itu kedua negara sepakat untuk memulai mengimplementasikan  

BTA pada tahun 1970. Peninjauan ulang BTA pertama diadakan pada tanggal 
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21-22 Juli 2009 di Bandung. Meskipun telah ditinjau dua kali pada tahun 

2009 dan 2011, tidak ada kesepakatan yang dicapai atas peninjauan tersebut. 

Sementara itu, berbagai perkembangan yang terjadi di lapangan 

memungkinkan BTA sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan 

perkembangan di kedua negara. Pada tahun 2014, Indonesia mengundangkan 

Undang-Undang Dagang No. 7 untuk mengatur perdagangan perbatasan 

secara lebih jelas. Hal ini memaksa Indonesia untuk menyempurnakan BTA 

Indonesia Malaysia (Menpan, 2023). 

Delegasi kedua negara merundingkan beberapa isu penting pada 

putaran kedua perundingan tahun 2011 seperti ruang lingkup, izin perbatasan, 

nilai ambang batas untuk perdagangan perbatasan, Kerja sama, Pengecualian 

Umum dan Pengecualian Keamanan, pendekatan asuransi, Barang-barang, 

dan hubungan dengan perjanjian lainnya. Negosiasi berhasil, sehingga 

mereka mampu membuat proyek bersama BTA Indonesia-Malaysia, yang 

akan menjadi dasar pertemuan putaran berikutnya, yang berlangsung pada 30 

Juni 2016 di Jakarta (Infopublik, 2017). 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menggelar Kembali Perundingan 

peninjauan Border Trade Agreement 1970 keenam di Penang, Malaysia pada 

15-16 Agustus 2019. Menyusul putaran perundingan sebelumnya yang 

berlangsung di Yogyakarta pada 2 November- 3, 2017. Pada perundingan ini 

Indonesia-Malaysia berjanji akan segera menyelesaikan kajian perjanjian. 

Langkah khusus Kemendag untuk melakukan sinergi d perbatasan secara 
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bertahap diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 

Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan. Kesepakatan tersebut 

mencakup daftar barang-barang penting bagi masyarakat perbatasan yang 

perlu mendapatkan perlakuan khusus dari BTA dan daftar titik-titik 

kecamatan di kawasan perbatasan yang akan ditetapkan sebagai pintu masuk 

dan keluar bagi masyarakat. perbatasan untuk kegiatan perdagangan lintas 

batas (Kemendang, 2019). 

Akhirnya tercapai kesepakatan isi pada pertemuan ke-8 pada 21 Maret 

2022 dan ditandatangani pada 8 Juli 2023 di Malaysia. BTA diselesaikan 

setelah melalui 8 putaran perundingan dan 1 putaran legal cleaning. 

Hambatan proses review yang panjang antara lain perubahan kondisi 

ekonomi dan politik kedua negara, perubahan orang yang menangani masalah 

tersebut (Kemendag, 2023). Berbeda dengan Perjanjian Perdagangan 

Perbatasan di atas yang telah disepakati dan ditandatangani Pemerintah 

Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia yang memuat aturan lintas batas, 

dalam Perjanjian tersebut juga dibahas Pemerintah Indonesia dan Kerajaan 

Malaysia dan menandatangani  kerjasama hubungan sosial dan ekonomi 

antara kedua negara bernama Sosek Malindo. 

Sosek Malindo merupakan kerjasama yang didirikan pada tahun 1970 

setelah ditandatanganinya Border Trade Agreement (BTA) Kerjasama ini 

didirikan pada 14 November 1983. Perjanjian Sosek-Malindo ditandatangani 

oleh pemerintah kedua negara, Ini dikelola di Indonesia dan Malaysia. 
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Perjanjian Sosek Malindo adalah perjanjian yang ditandatangani antara 

Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk 

perbatasan melalui Perjanjian Sosek Malindo yang dibentuk dan dikelola oleh 

masing-masing pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pembangunan ekonomi 

di 5 provinsi: Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 

dan Kalimantan Utara (Bakar, 2020). Sebagai hasil dari kerja sama tersebut, 

menghasilkan beberapa kesepakatan namun tidak semuanya diselesaikan 

karena kondisi penyesuaian. Ketidakefektifan ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, seperti kapasitas yang terbatas dari mereka yang terlibat, 

minat dalam mengorganisir kerjasama, dan ketidaksepakatan. Selain itu, 

berdampak signifikan terhadap kinerja kontrak dan perilaku pihak terkait 

lainnya. 

Dinamika Kerjasama Sosek Malindo : 

1. 1967 : Awal kerjasama perbatasan di bidang keamanan 

2. 1972 : Revisi pertama perjanjian kerjasama keamanan perbatasan 

3. 1984 : Revisis kedua perluasan kerjasama di bidang sosial, politik, 

ekonomi dan budaya 

4. 1985 : Terbentuknya forum kerjasama Sosek Malindo ditandai 

dengan dimulainya Sosek malindo Kalbar-Serawak 

5. 1995 : Dimulainya Sosek Malindo Kaltim-Sabah 
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Gambar 1.2 

Struktur Organisasi Sosek Malindo 
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BAB III 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

3.1 Dampak perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Perdagangan bilateral adalah pertukaran uang, barang dan jasa melalui 

ekspor dan impor lintas batas internasional atau regional. Di banyak negara, 

perdagangan ini menyumbang porsi yang signifikan dari produk domestik 

bruto (PDB) dan berdampak signifikan pada industri, transportasi modern, 

globalisasi, dan perusahaan multinasional. Oleh karena itu, pertumbuhan 

perdagangan internasional penting untuk proses globalisasi. 

Perdagangan internasional tidak hanya untuk negara maju tetapi juga 

untuk negara berkembang, termasuk Indonesia. Tujuan dari bisnis ini adalah 

untuk mendapatkan keuntungan dari ekspor barang atau jasa dari satu negara 

ke negara lain, terutama menggunakan mata uang asing. Selain itu, negara 

dapat mengimpor produk yang tidak dapat mereka produksi atau 

persediaannya terbatas. 

Perdagangan internasional memiliki dampak positif dan negatif 

terhadap perekonomian Indonesia. 

1. Pengaruh positif 

 Devisa akan meningkat 

 Peningkatan keamanan publik 

 Meningkatkan pertumbuhan bisnis. 

 Membangun jaringan bisnis 
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 Meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi lintas 

batas 

 Memperkuat hubungan antar negara berkembang 

 Pekerjaan yang ada. 

 Konsumen membeli produk yang berbeda. 

Meskipun ada banyak aspek positif dalam berbisnis di luar negeri, kita 

tidak boleh mengabaikan aspek negatif atau negatifnya: 

2. Tekanan negatif 

 Mengembangkan komunitas pengguna 

 Tidak ada kualitas Pembangunan ekonomi di negara kurang 

berkembang seringkali bergantung pada negara maju. 

 Harga furnitur masih rendah. Perusahaan internasional termasuk 

perusahaan lokal 

 Banyak usaha kecil gagal karena tidak mampu bersaing 

Perdagangan bilateral lebih kompleks daripada perdagangan dalam 

negeri karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tarif, nilai tukar, dan 

tingkat impor. Selain itu, perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh 

situasi politik di masing-masing negara. Secara ekonomi, perdagangan 

internasional dapat meningkatkan utang negara jika impor melebihi ekspor. 

Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian dalam perdagangan 

internasional, negara harus memiliki kebijakan pengelolaan keuangan yang 

sehat (Indonesiaeximbank, 2018). 
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Perdagangan perbatasan merupakan aktifitas warga di wilayah 

perbatasan yang melakukan transaksi jual-beli dengan warga perbatasan 

negara tetangga. Mengingat jarak yang cukup jauh dan keterbatasan 

infrastruktur, pasokan bahan pokok dari dalam negeri belum sepenuhnya 

terpenuhi. Jika pun dapat menjangkau wilayah perbatasan, harga jual bahan 

kebutuhan pokok produksi dalam negeri menjadi cukup mahal mengingat 

tingginya biaya logistik pengiriman bahan pokok ke perbatasan.  

Pemberlakuan PP Nomor 34 Tahun 2019 dan PMK No: 80 tahun 2018 

yang diberlakukan pada tanggal 20 Juli 2019 mendapat tantangan dan reaksi 

keras dari masyarakat, khususnya yang berada di wilyah Perbatasan Indonesia 

– Malaysia. Pemberlakuan kedua peraturan perundangan tersebut membuat 

aktifitas perdagangan masyarakat perbatasan menjadi terbatas. Terkait hal 

tersebut, Pemerintah dan Kantor Bea dan Cukai Nunukan membangun Pusat 

Logistik Berikat (PLB) khusus Bahan Pokok (Bpk, 2019).  

Kehadiran PLB seharusnya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari masyarakat di perbatasan. Di bawah Perjanjian Perdagangan 

Perbatasan (BTA) 1970, transaksi bisnis dibatasi hingga RM600 per orang 

per bulan. Hingga saat ini, para pelancong telah mengatur kehidupan sehari-

hari mereka dengan membeli kebutuhan saat bepergian di Malaysia. Dengan 

menggunakan Kartu Tanda Pengenal Lintas Batas (KILB), warga perbatasan 

dapat secara legal membeli barang yang mereka inginkan setiap hari. Secara 

khusus, setelah revisi perjanjian perdagangan perbatasan antara Indonesia dan 

Malaysia, ditandatangani kesepakatan untuk penjualan barang. 
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Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia 

Format Kartu Identitas Lintas Batas 

 

Kesepakatan tersebut dicapai setelah pertemuan dan pembahasan antara 

para pihak pada tahun 2022 pada tanggal 21 Maret 1970. Isi Perjanjian 

Perdagangan Perbatasan mengatur:  

1. Penentuan daerah-daerah perbatasan untuk perdagangan di 

darat dan di    laut, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian 

lintas batas; 

2. Barang-barang yang dibenarkan untuk perdagangan; 

3. Pelaku perdagangan di lintas batas dibatasi pada masyarakat 

yang berdomisili di kawasan perbatasan dikedua negara; 

4. Setiap orang hanya boleh membawa barang senilai 600 RM per 

orang per bulan.  
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Kerja sama  negara tetangga memang sah-sah saja, namun bukan berarti 

barang dari negara tetangga bisa bergerak di wilayah Indonesia. Menurut 

ketentuan BTA, produk atau barang yang diperlukan untuk kehidupan sehari-

hari, serta produk yang dibutuhkan di daerah perbatasan, dapat dibawa masuk 

ke dalam wilayah Indonesia. . Kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia 

adalah sebagai berikut 

Tabel 1. Barang-Barang yang diusulkan Indonesia untuk dapat 

Diperdagangkan di Perbatasan dengan Malaysia 

No  Proposed Commudities 

1 Bottled Mineral Water  

2 Chili  

3 Shallot  

4 Garlic (fresh or chilled; dried; whole; in-cut or sliced; powder)  

5 Carrot and radish  

6 Potato (fresh or frozen; sliced or in-cut; uncooked or cooked by steaming 

or boiling in water)  

7 Vegetables uncooked or cooked by steaming or boiling in water.  

8 Beans, Peanuts 

9 Banana (in matured green forms and without bunches)  

10 Pineapple (de-crowned) 

11 Guava  

12 Mango  

13 Mangosten  
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Sumber: Kementrian Perdagangan (2022) 

14 Lemon (Citrus lemon, Citrus limonum) and lime (Citrus aurantifolia, 

Citrus latifolia)  

15 Grape  

16 Papaya  

17 Melon  

18 Pear  

19 Apple  

20 Lychee 

21 Dragon Fruit 

22 Durian  

23 Orange  

24 Fruit Juice and Vegetable Juice (not be fermented, not contain alcohol, 

contains additional sugar or other sweeteners or not)  

25 Fresh, chilled or frozen poultry and products of poultry  

26 Meat and meat product of bovine animals, fresh, chilled or frozen  

27 Sausage (Chicken and Beef) 

28 Fresh, frozen or chilled fish (exclude fish fillets)  

29 Canned Fish  

30 Dried, salted or in brine smoked fish, whether or not cooked before or 

during smoking process  

31 Eggs (poultry eggs), fresh or salted in brine  

 

32 Iodized Salt  

33 Pepper (dried; pounded or powder)  

34 Sauce and paste (soy, tomato, chili, balacan, etc)  
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BPS melakukan survei perdagangan  di wilayah perbatasan, yaitu Pulau 

Nunukan, Pulau Sebatik, Bengkayang, Sanggau, Belu, Sambas, dan Malaka. 

Hasil survei tersebut menunjukkan komoditas utama ekspor di wilayah 

perbatasan antara lain: lada, ikan, tandan buah segar sawit, sayur-sayuran, dan 

anyaman dari rotan. Sedangkan komoditas utama impor di delapan pintu 

perbatasan antara lain : gula pasir, susu, minyak goreng, gas LPG, dan olahan 

dari gandum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementrian Perdagangan (2022) 
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Tabel 2. Survei Perdagangan Lintas Batas  Ekspor dan Impor Non Dokumen 

PEB/PIB Kabupaten Belu Menurut Kode Harmonized System (HS) 2 Dijit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementrian Perdagangan (2022) 

Tabel 3. Survei Perdagangan Lintas Batas Ekspor dan Impor Non Dokumen 

PEB/PIB Kabupaten Malaka Menurut Kode Harmonized System (HS) 2 

Dijit 

Sumber: Kementrian Perdagangan (2022) 
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Tabel 4. Survei Perdagangan Lintas Batas Ekspor dan Impor Non Dokumen 

PEB/PIB Kabupaten Sambas Menurut Kode Harmonized System (HS) 2 

Dijit 

Sumber: Kementrian Perdagangan (2022) 
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Tabel 5. Survei Perdagangan Lintas Batas Ekspor dan Impor Non Dokumen 

PEB/PIB Kabupaten Bengkayang Menurut Kode Harmonized System (HS) 2 

Dijit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementrian Perdagangan (2022) 
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Tabel 6. Survei Perdagangan Lintas Batas Ekspor dan Impor Non Dokumen 

PEB/PIB Kabupaten Sanggau Menurut Kode Harmonized System (HS) 2 

Dijit 

Sumber: Kementrian Perdagangan  (2022) 
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Tabel 7. Survei Perdagangan Lintas Batas Ekspor dan Impor Non Dokumen 

PEB/PIB Kabupaten Sanggau Menurut Kode Harmonized System (HS) 2 

Dijit (Lanjutan)  

Sumber: Kementrian Perdagangan  (2022) 

 

3.2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia 

 

Selain menimbulkan penyakit dan kematian di kalangan penduduk 

dunia, pandemi COVID-19 juga mengancam jaringan perdagangan pasokan 

global karena setiap negara sangat ingin mendapatkan pasokan barang guna 

memenuhi permintaan konsumen dan industry (Kemenkeu, 2022).  

Berbagai langkah kesiapsiagaan menghadapi pandemi COVID-19 yang 

diterapkan oleh berbagai negara, seperti national lockdown, dan penerapan 

program ekonomi non-esensial, berdampak negatif terhadap perekonomian 

masing-masing negara. Dalam konteks ini Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik, PDB atau laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 

mencapai 3,69 persen pada tahun 2021, Sebaliknya, Malaysia mencatatkan 

angka 3,1% pada tahun lalu. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
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tahun 2020 diperkirakan minus 2,07% sedangkan Malaysia mengalami 

penurunan yang lebih besar dalam dua tahun terakhir, yaitu turun 5,65%. 

Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada 

tahun 2019 mencapai 5,02%. Tarif pajak di Malaysia tahun ini sebesar 4,43% 

(Kumparan, 2022). 

Akibat Covid 19, Kabupaten Sanggau mengalami perlambatan ekonomi 

yang signifikan. Produk Domestik Sanggau diperkirakan meningkat dari 4% 

pada tahun 2019 menjadi 0,7% pada tahun 2020. Penurunan tersebut 

disebabkan oleh industri perdagangan dan ereparasi kendaraan bermotor dan 

sepeda motor yang akan mengalami penurunan sedrastis - 13% pada tahun 

2020, dengan penurunan lebih lanjut dalam konstruksi dan manufaktur. 

Namun, di masa pandemi, sektor perkebunan dan pertambangan justru 

mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, sektor 

manufaktur meningkat dari 5% pada 2019 menjadi 14% pada 2020 (Gambar 

4). Sektor pertanian meningkat dari 5% pada tahun 2019 menjadi 6% pada 

tahun 2020. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif saat ini 

terdiri  rantai pasokan bagi penduduk setempat (Bappeda, 2023). 

Akibat penutupan sektor non-esensial yang diterapkan oleh pemerintah 

Sarawak untuk gendalikan COVID-19, pertumbuhan ekonomi Sarawak 

menurun dari 3% pada 2019 menjadi -7% pada 2020 (Departemen Statistik 

Malaysia, 2021). Faktanya, setiap sektor ekonomi akan mengalami tren 

negatif jangka panjang pada tahun 2020. Tren penurunan juga terjadi di 

tingkat kabupaten Tebedu. 
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Pandemi COVID-19 di Sarawak terdeteksi pada Maret 2020. Pemerintah 

Sarawak menutup semua akses perbatasan, kecuali Kalimantan dan Brunei untuk 

mengendalikan pandemi. Per Oktober 2021, terdapat 238.522 kasus COVID-19 di 

Sarawak dengan rasio kasus 8,5 per 100 orang, yang merupakan tertinggi ke-6 di 

negara tersebut, melebihi rata-rata nasional 7,5 untuk setiap 100 orang 

(Kementerian Kesehatan Malaysia, 2021 ). Pertumbuhan ekonomi Sarawak 

menurun dari 3% pada tahun 2019 menjadi -7% pada tahun 2020 sebagai akibat 

dari langkah-langkah dan penutupan sektor non-esensial yang diterapkan oleh 

pemerintah Sarawak untuk mengendalikan pandemi COVID-19 (Departemen 

Statistik Malaysia, 2021). Praktis, setiap sektor ekonomi mengalami laju 

pertumbuhan negatif pada 2020. Tren penurunan juga terjadi di tingkat kabupaten, 

termasuk Tebedu. 

CIQ Tebedu-Entikong memperkirakan sekitar 20% dari total perdagangan 

antara Sarawak dan Indonesia adalah antara Kalimantan dan Sarawak dalam hal 

perdagangan lintas batas. Berbeda dengan CIQ Biawak dan CIQ Lubok Antu, 

CIQ Entikong menggunakan jalur utama untuk perdagangan di batas. Volume 

perdagangan per tahun sekitar US$67 miliar sebelum pemerintah Indonesia 

memberlakukan embargo perdagangan melalui Entikong CIQ pada tahun 2014. 

Perdagangan bilateral merugikan Sarawak dengan surplus tahunan sekitar US$30 

miliar antara tahun 2009 dan 2013. 

Kontrol pemerintah Sarawak atas sengketa perbatasan antara Kalimantan dan 

Sarawak didasarkan pada jumlah orang yang masuk dan keluar melalui CIQ 



37 

 

 

Entikong-Tebedu. Komite Penanggulangan Bencana Negara Bagian Sarawak 

harus memberikan izin bagi setiap orang luar yang benar-benar ingin memasuki 

Sarawak. 

Daftar jumlah orang yang masuk dan keluar melalui Entikong CIQ 

menggunakan cek perjalanan internasional dan paspor dengan barcode (PLB), 

yang menurun dari sekitar 38.000 orang pada Januari 2020 menjadi sekitar 2.000 

orang pada Agustus 2021. Lebih dari 90% orang yang melakukan perjalanan 

menggunakan Entikong CIQ adalah warga negara Indonesia. Selain itu, bagi 

masyarakat yang menggunakan PLB untuk melaksanakan perbatasan, arus lalu 

lintas akan menyebabkan penurunan populasi secara dramatis dari sekitar 2.100 

menjadi hanya tiga orang dari Januari hingga Agustus 2020. Hanya peserta 

COVID-19 dari Indonesia yang diizinkan menyentuh Tebedu-Entikong CIQ. 

Sebagian besar dilaporkan oleh pengamat Malaysia dan ditangkap oleh KJRI, 

namun sebagian besar dari mereka adalah anggota WNI yang mengungsi dari desa 

mereka di bawah paksaan karena tidak dapat menemukan pekerjaan akibat 

pandemic (Hayati, 2019). 

Dalam artikel ini, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan  

lainnya yang diukur dengan pengeluaran (pendekatan kebutuhan dasar). Penduduk 

miskin adalah mereka yang pengeluaran bulanannya per penduduk berada dalam 

garis kemiskinan (PL). PL terdiri dari dua bagian: 1. Garis kemiskinan makanan, 

yaitu minimal 2100 kg makanan per orang per hari 2. Jumlah penduduk miskin di 

provinsi Sangao, termasuk Antico, meningkat dari 21.410 pada 2019 menjadi 

21.160 pada 2020. Selain itu, angka kemiskinan meningkat menjadi 4,46 persen 
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pada 2020 dari 4,57 persen pada tahun sebelumnya. Kemiskinan meningkat. 

Situasinya mirip dengan indeks kemiskinan, yang menurun dari 0,09 pada 2019 

menjadi 0,21 pada 2020. Seiring dengan kenaikan indeks kemiskinan, 

diskriminasi terhadap orang miskin juga meningkat. Hal ini menunjukkan 

meningkatnya ketegangan di antara warga Sangao, termasuk Antikon, selama 

pandemi Covid-19 (Statistik BPS, 2018). 

Data kemiskinan di tingkat kabupaten terhadap negara bagian tidak 

dipublikasikan secara resmi. Menurut laporan Perkiraan Pendapatan Rumah 

Tangga dan Laporan Insiden Kemiskinan 2020 yang dirilis Departemen Statistik 

Malaysia, kotor Sarawak mengalami penurunan selama pandemi. Median 

pendapatan rumah tangga bulanan di Malaysia menurun dari US$1.110.00 pada 

tahun 2019 menjadi US$955.00 pada tahun 2020 (Departemen Statistik Malaysia 

2021). Sarawak menempati urutan kesembilan dari 13 negara dalam  distribusi 

kotor rumah tangga, dengan peningkatan signifikan sebesar 16% jika 

dibandingkan dengan negara lain di kawasan yang sama. Ini memperingatkan 

bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak negatif yang bertahan lama pada 

populasi Sarawak, khususnya Tebedu. 

Pada tahun 2021, Indonesia mengekspor batangan tahunan ke Malaysia 

meningkat 48,25% (yoy) dan impor barang meningkat 36,31% (yoy) (Databoks, 

2022). 

Sejak didirikan pada tahun 1985, Sosek Malindo telah menjadi wadah bagi 

pemerintah pusat dan daerah kedua negara untuk membahas masalah-masalah 

bersama terkait perbatasan, termasuk perdagangan. Mengenai perdagangan 
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perbatasan. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan pembatasan perdagangan 

berdasarkan pemberlakuan BTA 1970 dimana jalur perdagangan resmi 

internasional harus antara pelabuhan Kuching dan Pontianak atau kargo udara dari 

bandara Kuching ke Pontianak 

Selain pemberlakuan BTA 1970 oleh Indonesia keputusan pembatasan 

perdagangan oleh pemerintah Indonesia juga didasari alasan keamanan menyusul 

berbagai tindak kejahatan, seperti penyelundupan dan perdagangan manusia. Hal 

ini dibuktikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan 

Indonesia pada tahun 2008, diikuti oleh peraturan tahun 2010 yang 

mengecualikan Entikong sebagai pelabuhan internasional. Peraturan tersebut 

diberlakukan lebih jauh pada tahun 2014, karena pelanggaran hukum yang 

dilakukan oleh petugas bea cukai yang memanipulasi kegiatan perdagangan 

perbatasan. 

Pemerintah Indonesia membuat aturan perdagangan baru yang membatasi 

jenis barang yang masuk ke negara tersebut. Hal ini juga mempengaruhi 

perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh  Tebedu Inland Port (TIP) antara 

tahun 2014 dan 2017, sebelum Malaysia mulai melakukan normalisasi trade pool 

dengan Indonesia. Malindo Soseki mendirikan Malaysia-Indonesia Joint Trade 

and Investment Commission (JTIC). Per Juli 2017. Ekspor dari Sarawak ke 

Kalimantan melalui CIQ Tebedu-Entikog meningkat dari US$39 juta pada tahun 

2014 menjadi US$3 juta pada tahun 2017 (Januari hingga Mei). Ekspor dan impor 

ekor Tebedu. 
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3.3. Keimigrasian 

Pelayanan dan pengawasan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina di 

lokasi dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai lokasi usaha lintas 

batas. Kemudian dilakukan oleh petugas pabean dan bea cukai, petugas 

imigrasi dan petugas karantina sesuai dengan tugas dan fungsinya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sementara pemantauan kegiatan perdagangan perbatasan di sejumlah 

lokasi telah dilakukan identifikasi wilayah sebagai lokasi perdagangan 

perbatasan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau 

pemerintah kabupaten, kota untuk memenuhi kewenangannya (Hukumonline, 

2019). 

Status perbatasan darat di Indonesia didasarkan pada kekerabatan 

dan/atau pekerjaan. Ada pendekatan budaya dan tradisional tetapi tidak ada 

konsep pos lintas batas yang tidak terintegrasi. Ada titik-titik lintas batas 

tanpa pos pemeriksaan, termasuk jalur sungai dan laut. Adanya tumpang 

tindih kewenangan untuk memeriksa dan memeriksa batas-batas tanah berupa 

dokumen dan informasi daerah. Ada gelembung turis di sekitar kesepakatan 

antara kedua negara. Kehidupan di perbatasan dimungkinkan oleh aktivitas 

perdagangan dan ekonomi yang tidak seimbang. 

Peluang yang mungkin terjadi di daerah perbatasan antara lain 

kemungkinan penduduk perbatasan lebih terdidik karena perbedaan kemajuan 

pendidikan di daerah perbatasan. Karena transaksi menggunakan mata uang 
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asing membuat nilai ekonomi yang dijual di daerah perbatasan memiliki nilai 

jual lebih. Dilihat dari pola migrasi yang terjadi selama ini di perbatasan 

Indonesia-Malaysia, Indonesia-Papua Nugini, Indonesia-Timor Quick, 

terlihat bahwa kecenderungan masyarakat melakukan migrasi lintas negara 

lebih disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan. Dapat dikatakan 

bahwa infrastruktur, pekerjaan dan budaya merupakan faktor pendorong dan 

penarik migrasi ke perbatasan Indonesia. Keterbatasan akses transportasi dan 

infrastruktur di wilayah Krayan, Kalimantan Utara menyebabkan banyak 

penduduk yang pindah sementara bahkan permanen ke Sarawak, Malaysia. 

 

3.4.Peningkatan Kesejahteraan dan dampak terhadap sumber daya alam 

Permintaan ekonomi terhadap produk dan barang dapat dijadikan 

sebagai pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 

perbatasan. Oleh karena itu, peran perdagangan perbatasan dan 

konsekuensinya tidak dapat diabaikan. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, 

pertanian menjadi mesin pembangunan, disusul dengan manufaktur pada 

tahun 1990. Saat ini, pada tahun 2000, bisnis telah menjadi mesin yang cukup 

besar. penting dalam arti “pembangunan kesejahteraan” (Hatta Radjasa, 

2008). Oleh karena itu, kualitas SDM di perbatasan Indonesia harus 

ditingkatkan, tidak hanya bergantung pada negara tetangga, tetapi di sisi lain 

mereka tidak peduli dengan SDM Indonesia karena mereka milik mereka.  

Pentingnya perdagangan lintas batas sudah jelas baik secara praktis 

maupun konseptual. Kewirausahaan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan 
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penduduk perbatasan, tetapi juga menggerakkan ekonomi ke dua arah yang 

berbeda; (A) mencapai skala ekonomi dalam hal sumber daya manusia dan 

(B) memanfaatkan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara 

optimal (Setiawan. dkk, 2006). Konsekuensi dari situasi ini secara alami 

signifikan dan signifikan bagi penduduk setempat. Karena produksi massal 

membuat produk alami lebih murah dan mendorong produksi produk lain 

(keanekaragaman), yang membuka lebih banyak lapangan kerja. 

Bagi Indonesia dan Malaysia, keterbukaan dan kerjasama dalam 

mengelola manusia dan sumber daya alam tampaknya menjadi isu penting. 

Kemudian pada tahun 1983, pada tanggal 19 November, negara-negara 

tersebut membentuk Kelompok Kerja Sama Sosial-Ekonomi Malaysia-

Indonesia (Sosek Malindo). 

Sejak itu, dua keputusan besar telah dibuat terkait pengaturan wilayah 

perbatasan Indonesia-Malaysia. Solusi pertama adalah : 

1.  pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan kedua 

negara, untuk pertama kalinya - penyempitan formal kesenjangan 

antara kedua wilayah.  

2. membangun infrastruktur berupa jalan dan Pos Lintas Batas 

Entikog (PPLB) di KalBar Indonesia dan Tebeddu di Sarawak dan 

Malaysia Timur. Akibatnya, perdagangan internasional 

berkembang cukup pesat pada tahun-tahun berikutnya, baik dari 

segi jalur impor dan ekspor maupun migrasi (Setiawan.dkk, 2006). 
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Oleh karena itu, untuk lebih memajukan kehidupan sosial dan ekonomi 

perlu dilakukan penelitian, pengembangan dan pembaharuan potensi daerah, 

status modal manusia dan sumber daya alam penduduk perbatasan. 

kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Politik kekuatan 

masyarakat, intervensi negara dan pemerintah daerah di kawasan perbatasan 

tidak hanya terkait dengan isu keamanan. Masyarakat perbatasan harus 

diikutsertakan dalam program pemberdayaan masyarakat perbatasan untuk 

lebih meningkatkan kesejahteraan warganya. 

Pemerintah pusat dan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten fokus 

pada pembangunan perbatasan. Namun, jelas bahwa pengelolaan perbatasan 

ini sangat bersifat lokal dan tidak sepenuhnya terintegrasi di semua wilayah. 

Upaya pengelolaan perbatasan saat ini, melalui undang-undang, peraturan, 

lembaga, dan kerja sama ekonomi yang sesuai, sebagian besar masih bersifat 

retoris dan memiliki resonansi yang kecil di berbagai wilayah perbatasan 

Indonesia. 

3.5.  Arus lintas Batas Dalam Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari 

Kebijakan perbatasan berdampak positif terhadap kenyamanan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari 

yang dimaksud dalam hal ini adalah makanan, minuman, minyak dan gas. 

Kemudahan ini tercapai karena dengan Cross Border Pass, penumpang lintas 

batas dapat berbelanja kebutuhan sehari-hari di Malaysia. Cara yang 

digunakan oleh orang yang melintasi perbatasan untuk melintasi perbatasan 

adalah lintas batas. Perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan 
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Malaysia mengatur bahwa masyarakat dengan kartu lintas negara dapat 

berbelanja di Malaysia dengan batas pembelian maksimal 600 ringgit. 

Pemudik lintas batas memanfaatkan aturan ini dengan menggunakannya 

untuk membeli kebutuhan pokok, seperti gula, gas elpiji, minyak goreng, dan 

lain-lain. Hukum Dagang mengatur setiap warga negara yang berbatasan 

langsung dengan negara lain, dapat melakukan perdagangan lintas batas 

dengan warga negara tersebut. Perdagangan perbatasan hanya dapat 

dilakukan di wilayah perbatasan di darat dan di laut sesuai dengan ketentuan 

Pemerintah.  

Perdagangan lintas batas dilakukan atas dasar perjanjian bilateral sesuai 

dengan ketentuan undang-undang. Pemerintah akan memantau dan 

memberikan layanan kepabeanan dan tarif, keimigrasian dan karantina di 

pintu masuk dan keluar dan di lokasi atau area tertentu yang diwajibkan oleh 

undang-undang. Hukum Menteri berkoordinasi dan bersepakat dengan 

menteri terkait sebelum menandatangani perjanjian. 

Perdagangan lintas batas Sesuai dengan ketentuan di atas, warga negara 

Indonesia dapat membeli barang di luar daerah pabean. Namun, ketika 

menyangkut perdagangan lintas batas, ada dokumen yang harus diselesaikan. 

Izin masuk perbatasan khusus yang dikeluarkan oleh badan penegakan 

imigrasi perbatasan dan formulir deklarasi pabean perbatasan yang 

dikeluarkan oleh administrasi pabean yang mengawasi penjaga perbatasan. 

Dokumen identifikasi perbatasan diperlukan untuk penduduk negara tetangga, 

penduduk perbatasan, dan pembeli barang pabean dalam transaksi lintas 
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batas. Ini adalah persyaratan otoritas lokal. Oleh karena itu, langkah-langkah 

utama imigrasi dan perlindungan perbatasan diatur oleh Undang-Undang dan 

Peraturan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Perdagangan sangat penting bagi semua negara begitupun untuk 

Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia tersebut mulai menjalin 

Kerjasama Lintas Batas pada tahun 1967 dan di implementasikan pada tahun 

1970 untuk meningkatkan perdagangan di perbatasan kedua negara.  

Pandemi COVID-19 tidak diragukan lagi telah mempengaruhi 

pembangunan dan perdagangan di wilayah perbatasan sejak Indonesia dan 

Malaysia melakukan tindakan sepihak untuk membatasi mobilitas lintas batas 

antara Sarawak dan Kalimantan. Peningkatan perdagangan antara indonesia 

dan malaysia mengalami hambatan karena adanya COVID-19. Berbagai 

langkah kesiapsiagaan menghadapi pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh 

berbagai negara, seperti national lockdown, dan penerapan program ekonomi 

non-esensial, berdampak negatif terhadap perekonomian masing-masing 

negara. Dalam konteks Malaysia dan Indonesia, pertumbuhan ekonomi 

menurun dari 4% menjadi -5% pada 2020 dan dari 5% menjadi -2% pada 

2019–2020 dikarenakan pembatasan kegiatan dan penutupan beberapa akses 

di perbatasan.  

Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekspor ke Malaysia sebesar 

48,25% (YoY) dan pertumbuhan impor sebesar 36,31% (YoY) pada tahun 

2021 pemulihan dari Pandemi Covid 19. 
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Lebih lanjut, hubungan bilateral antara keduanya ini tercermin dengan 

jelas dalam ideologi liberalisme internasionalisme, termasuk pandangan 

tentang perdagangan bebas dan liberalisme institusional. Dapat dilihat bahwa 

dengan adanya BTA, kegiatan perdagangan yang terjalin dapat dibentuk 

untuk menciptakan suasana yang setara. BTA berfungsi sebagai alat untuk 

secara efektif mengelola hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia 

dengan menciptakan dasar hukum dan kepentingan bersama untuk 

perdagangan lintas batas.  Indonesia dan Malaysia semakin bekerja sama 

untuk membawa perdamaian dan kemakmuran bagi dunia bagi rakyat yang 

tinggal di perbatasan lain. 

Indonesia mencatat pertumbuhan ekspor barang dagangan ke Malaysia 

48,25% (yoy) dan impor barang dagangan naik 36,31% (yoy) pada tahun 

2021. Pertumbuhan ini menandai pemulihan dari pandemi COVID-19. 

Selain itu, hubungan bilateral keduanya juga dibuktikan dengan baik 

menurut konsep liberalisme internasionalisme yang meliputi perspektif 

liberalisme komersial dan liberalisme institusional. Terlihat bahwa dengan 

adanya BTA, aktivitas perdagangan yang terjalin bisa terbentuk dalam 

kerangka regulasi yang menciptakan suasana yang adil. BTA berperan 

sebagai alat bantu dalam mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-

Malaysia secara lebih positif karena menciptakan landasan hukum serta minat 

kedua negara untuk terus melakukan perdagangan lintas batas, ini membuat 

hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia semakin terjaliin dengan erat 
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demi menciptakan perdamaian dunia dan kesejahteraan untuk rakyat yang 

tiinggal di perbatasan kedua negara. 

  

B. Saran 

Saran penulis untuk Kerjasama Border Trade Agreement ini adalah 

untuk mencegah beredarnya barang illegal di daerah perbatasan dikarenakan 

berdasarkan isi perjanjian barang yang boleh dibawa pulang hanya senilai  

600RM yang mana tidak mencukupi kebutuhan masyarakat saat ini. Sehingga 

kebanyakan masyarakat yang membeli barang lebih dari 600RM mencoba 

berbagai cara agar barang mereka tidak di kembalikan ke negara asal. Cara 

yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah meminjam Kartu Lintas 

Batas warga lain atau melakukannya secara Ilegal. Maka dari itu penulis 

menyarankan untuk meningkatkan nilai barang yang dapat dibawa pulang. 
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